BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian, terkait faktor-faktor yang
meyebabkan Pencapaian Realisasi yang belum mencapai Target maka Peneliti
menjelaskan hasill kesimpulannya yaitu :

Dinas Perhubungan Kota Kupang sebelum merencanakan kegiatan yang
ingin dijalankan, terlebih dahulu dari bagian keuangan yang mengatur mengenai
anggaran yang di gunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatanan tersebut
sehingga anggaran yang di aggarkan dapat terserap dengan baik guna menunnjang
kegiatan yang di rencanakan sehingga semua kegiatana dapat dijalankan ,karena
anggaran sangat berperan penting dalam menunjang kepentingan- kegiatan yang
di jalanakan sehingga mengurangi Pencapaian Realisasi yang belum mencapai
Target.

Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi dan teknis fungsional,
Anggaran yang dialokasikan secara keseluruhan terserap cukup baik, tetapi
apabila dilihat secara terperinci, belum dialokasikan anggaran guna menunjang
tupoksi dinas, Keterbatasan wewenang dalam penegakan hukum di bidang
perhubungan, Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan
mentaati peraturan berlalu lintas, Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan
bermotor tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai,
bahkan sudah ada titik-titik rawan macet, Kurangnya koordinasi lintas sektor,

pemangku kepentingan dan stakeholder.
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6.2  Saran
Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat
menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan keahlian SDM, melalui mengikutsertakan dalam
Diklat-diklat teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh Badan Diklat
perhubungan maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya;

2. Merencanakan anggaran yang berbasis pada tupoksi Dinas Perhubungan;

3. Melaksanakan sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas secara
rutin guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami dan
mentaati peraturan berlalu lintas;

4. Menggalakan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat selaku
pengguna jasa terkait dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta SOP
pelayanan yang ditetapkan;

5. Melakukan koordinasi lintas sektor secara rutin serta komunikasi dengan
pemangku kepentingan dan stakeholder;

6. Mengutamakan kajian-kajian teknis dengan bersumber pada aspek legalitas
dan edukatif dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan;

7. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan yang dilaksanakan;
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